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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan berupa 
meningkatnya pembiayaan konsumen tercatat naik pada tahun 2015 NPF (Non 
Performing Financing) piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kegiatan 
usaha sebesar 1,51% (satu koma lima puluh satu persen), sedangkan besaran 
NPF (Non Performing Financing) pada tahun 2014 NPF (Non Performing 
Financing) pembiayaan konsumen oleh kegiatan usaha sebesar 1,44% (satu 
koma empat puluh empat persen). Terjadi peningkatan pembiayaan konsumen 
sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dalam selang 1 (satu) tahun. 
2. Akibat yang akan ditimbulkan bagi konsumen akan mendorong kredit yang 
dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan diharapkan 
dengan adanya besaran uang muka (down payment) yang rendah atau lebih 
kecil akan memberikan serta mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dan 
nilai rasio NPF (Non Performing Financing) tetap dalam keadaan stabil dan 
lebih baik. Akibat positif jika perusahaan pembiayaan memiliki NPF (Non 
Performing Financing)  rendah dan besaran uang muka (down payment) kecil 
akan lebih baik bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan 
yang lebih. 
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C. Saran 
            Saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah: 
OJK jangan mudah melakukan pergantian peraturan bagi pelaku usaha, 
melihat kembali akibat yang ditimbulkan dalam peraturan lama berakibat positif 
atau negatif bagi semua kalangan sehingga peraturan baru dikeluarkan. OJK 
sebagai lembaga independen yang menginginkan perekonomian tumbuh secara 
berkelanjutan harus selektif akan pemberian besaran uang muka (down payment) 
pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia, 
jangan sampai perusahaan pembiayaan melakukan manipulasi data dalam laporan 
bulanan selama I (satu) semester demi memperoleh besaran uang muka (down 
payment) yang rendah. Perusahaan pembiayaan tetap memperhatikan persaingan 
usaha yang baik, jangan sampai mengalami penurunan kesehatan keuangan 
perusahaan pembiayaan dan nilai rasio NPF (Non Performing Financing) ketika 
memperoleh besaran uang muka (down payment) paling rendah. 
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